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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Konflik merupakan hal yang biasa terjadi di dalam sebuah pembangunan.
Seperti halnya pembangunan dan rekonstruksi Pasar Atas di Kota Bukittinggi pasca
kebakaran. Selama pembangunan-terdapat beberapa hal yang memunculkan adanya
permasalahan di antara pédégang Iéma Pasar Atas dengan pemerintah kota. Konflik
di dalam pembangunan pasar tentu saja sering menimbulkan konflik terutama yang
berasal dari pedagang lama dan kecenderungan konflik terjadi karena kebijakan-
kebijakan yang datang dari pemerintah. Konflik yang terjadi di antara pedagang Pasar
Atas dengan Pemerintah Kota Bukittinggi sendiri memiliki beberapa indikasi yang
dianggap peneliti sebagai hal yang perlu diungkap, yaitu perihal dinamika konflik
yang naik turun dan mengenai perjalanan konflik yang dapat dikatakan cukup lama

sedari pasca kebakaran tahun 2017 silam.

Konflik politik dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan
pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya
untuk mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat
serta dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintahan disini meliputi Lembaga Legislatif,
Eksekutif, dan Yudikatif.! Hakikat manusia yang sedari awal memiliki latar belakang

berbeda dan kondisi yang berbeda menjadikannya senantiasa untuk mempertemukan

! Kompasiana. (Kamis,25 Juni 2015). Perkembangan Konflik di Indonesia.
(https://www.kompasiana.com/komentar/andisulistyo/550feb4f813311d238bc609d/perkembangan-
konflik-politik-di-indonesia). Diakses Tanggal 16 Januari 2020. Pukul 08.00 WIB.



berbagai perbedaan yang ada sehingga perbedaan tersebut bisa menghasilkan konflik.
Ketika suatu sistem memberikan kebebasan serta kesetaraan bagi tiap individu dan
kemudian diberi kesempatan untuk mengambil keputusan bagi kepentingan bersama
maka akan mustahil untuk menghindari terjadinya konflik. Kehadiran demokrasi

menjadikan konflik sebagai suatu hal yang logis untuk terjadi.?

Konflik sendiri merupakan sebuah esensi dari kehidupan dan perkembangan
manusia yang memiliki karakter beragam. Perbedaan ‘yangsada menyebabkan konflik
menjadi hal yang bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun, serta konflik tidak dapat
dihindarkan.® Konflik bisa terjadi di antara individu dengan individu lain, antara
kelompok dengan kelompok lain, ataupun antara individu dengan kelompok. Apabila
setiap pihak masih memegang teguh pada pandangannya yang bertentangan,
kemudian menarik kesimpulan yang berbeda dan kecenderungan untuk bersikap tidak

toleran, maka dapat dipastikan akan terjadi konflik.*

Demokrasi cenderung terkait dengan tiga aspek penting dalam keberadaannya.
Pertama, adanya keseimbangan kekuasaan dalam konteks masyarakat sipil. Kedua,
struktur relasi negara dan-masyarakat yang menunjukkan adanya keseimbangan
kekuasaan sekaligus mempengaruhi adanya keseimbangan yang sama dalam
masyarakat. Ketiga, struktur kekuasaan trans-nasional dalam ekonomi internasional

dan sistem negara, memodifikasi keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat,

2 Sukri. “Keniscayaan Konflik Dalam Masyarakat Demokrasi”. Jurnal Politik Profetik. Tahun 2016.
Diakses tanggal 16 Januari 2020. Pukul 08.16 WIB.
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4 Winardi. “Manajemen Konflik. Konflik Perubahan dan Pengembangan”. Bandung: Mandar Maju.
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memberi pengaruh terhadap relasi negara dan masyarakat, dan konstrain dalam

politik.

Pelaksanaan sebuah keputusan politik yang dilakukan dengan efisien juga
dapat menimbulkan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan
bermasyarakat, perubahan ini berupa bentuk aspirasi serta pola-pola konflik dan pola
hubungan kerja sama. Berbagai bentuk kebutuhan masyarakat mungkin dapat
dipenuhi dengan sebuah \képutusan ‘politik, namun ‘pemenuhan aspirasi juga akan
memunculkan kebutuhan baru serta harapan-harapan baru. Namun kelompok atau
anggota masyarakat tertentu yang merasa dirugikan atau tidak di untungkan dengan
sebuah kebijakan, maka mereka akan merasa dirugikan dan tidak di untungkan sama
sekali dengan kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan, dan tentunya mereka akan
mencoba mempengaruhi pemerintah agar mengubah kebijakan yang ada dan

mencoba membuat kebijakan yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka.

Hal-hal inilah yang sering terjadi di Negara Indonesia. Sebagai negara
demokrasi dan memiliki keberagaman yang banyak menyebabkan di dalam proses
pembuatan dan pelaksanaan®keputusan politik selalu-terjadi konflik. Di dalam
prosesnya selalu saja ada kelompok dan individu yang menggunakan kekuasaan
untuk memperjuangkan aspirasinya kepada pemerintahan. Dalam memperjuangkan
haknya, individu atau kelompok akan membentuk koalisi dengan tujuan memiliki

suara yang kuat agar kepentingan mereka terpenuhi. Selama ini di Indonesia selain

5 Huber, Evelyne, Dietrich Rueschemeyer, and John D. Stephens,”The Paradoxes of Contemproray of
Democracy. Formal Participatory, and Social Dimensions”. Jurnal Comparative Politics, Vol. 29. No.
3. April, 2005, Hal 324. Diakses tanggal 18 Januari 2020. Pukul 15.03 WIB.



masalah budaya, politik, dan ekonomi, ada permasalahan yang juga sering terjadi
yaitu permasalahan pembangunan. Di dalam pembangunan pasti ada saja pihak-pihak
yang berupaya mendapatkan dan mempertahankan kepentingan serta pandangannya.®
Salah satu pembangunan yang dijadikan fokus adalah pembangunan infrastruktur.
Pengambilan keputusan oleh pemegang kepentingan seringkali menyebabkan konflik
dikarenakan kurangnya pola koordinasi yang ada. Bukan hanya di lingkup pusat,
tetapi juga di daerah-dae_rah.‘ Semisalnyasaja, masalah pembangunan pasar apalagi

masalah revitalisasi atau rekonstruksi pasar, tentunya akan menimbulkan konflik.

Aktivitas ekonomi pasar merupakan tempat terjadinya proses antara pembeli
dan penjual berlangsung. Menurut Polanyi (2003) pasar ialah institusi yang dijadikan
arena praktik transaksi ekonomi berlangsung, dan telah ada sejak manusia mulai
mengenal pertukaran dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.” Pasar selama ini sudah
menyatu serta memiliki peranan penting dalam kehidupan di masyarakat. Bagi
masyarakat pasar bukan hanya menjadi tempat transaksi antara pembeli dan penjual
saja namun sudah menjadi wadah dalam berinteraksi sosial. Pasar secara langsung
juga sangat berperan'mengatur ‘kehidupan-sosial ‘dan ‘ekonomi. Seperti yang kita
ketahui pasar merupakan pusat sentral dari perekonomian suatu daerah. Pasar dapat
menjadi pusat kegiatan Karena adanya transaksi antara penjual dan pembeli serta
tempat terjadinya kegiatan sosial. Bayangkan saja jika pemerintah melakukan

pembangunan pasar, namun pembangunan tersebut tidak sesuai dengan keinginan

® Ramlan Surbakti. “Memahami Ilmu Politik”. Jakarta: PT gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
Hal 24
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masyarakat atau bahkan pembangunan yang dilakukan dapat melanggar hak-hak

sebagian besar masyarakat.

Bentuk konflik yang terjadi di dalam sebuah pembangunan pasar adalah
konflik yang melibatkan pihak-pihak seperti pedagang dan pemerintah kota.
Pedagang dan pemerintah kota masing-masing memiliki peranan di tatanan pasar.
Jika terjadi lemahnya koordinasi antara kedua belah pihak akan mengakibatkan
mundurnya pengambil keputusan, serta menyebabkan'terjadinya perselisihan paham
karena tiap-tiap pihak memiliki pendapat masing-masing dan tidak melakukan

koordinasi mengenai pengambilan keputusan dalam proses pembangunan.

Di sini peneliti melihat seperti kasus pembangunan ulang Pasar Atas
Bukittingi pasca kebakaran yang melanda tahun 2017 silam. Kebakaran yang terjadi
pada Senin pagi tanggal 30 Oktober 2017 telah menghanguskan sebanyak 800 kios
yang dimiliki oleh 763 pedagang. Kerugian yang ditaksir mencapai Rp,-1,5 Triliun
Rupiah.®  Setelah kejadian Kementrian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) akan melakukan pembangunan kembali Pasar Atas kota Bukittinggi. Pasar
Atas Bukittinggi merupakan salah satu pasar bersejarah dengan aktivitas ekonomi
yang cukup tinggi dan komoditas perdagangan yang beragam. Pada tahun 2018
Kementrian PUPR telah menyiapkan anggaran sebesar Rp,-59 Miliar untuk

pembangunan fisik, dan selanjutnya di anggarkan sebesar Rp,-295 Miliar, jadi dana

8 Liputan, 800 Kios Hangus Dalam Kebakaran Pasar Atas Bukittinggi.
(https://www.liputan6.com/regional/read/3145182/800-kios-hangus-dalam-kebakaran-pasar-atas-
bukittinggi). Diakses pada tanggal 12 Januari 2020. Pukul 16.22 WIB.



yang akan dikeluarkan hampir mencapai Rp,-355 Miliar sesuai dengan perintah

Presiden.

"Hampir Rp 355 miliar untuk renovasi (total) pasar dari APBN

sesuai perintah Pak Presiden. Tapi desainnya sebagian dari

Pemerintah Kota Bukittinggi," jelas Endra.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pekerjaan bangunan

gedung Pasar Atas seluas 39.200 meter persegi dan dapat

menampung kios ukuran 3x4 meter sebanyak 763 unit, lapak

1,5x2 meter sebanyak 542 unit, dan parkir 400 kendaraan roda

4. Pasar ini nantinya akan memiliki tiga lantai dan satu basement

untuk parkir kendaraan.” (Finance.detik.com)®

Sepanjang pembangunan dan rekonstruksi, banyak isu-isu yang dapat

memunculkan terjadinya konflik. Seperti pedagang pemegang kartu kuning yang
tidak berhak akan kios yang baru. Semua akan dimulai dari awal dengan sistem sewa
untuk semua warga Bukittinggi,' dan banyak isu lainnya. Jangankan saat proses
pembangunan, sejak pasar tersebut mengalami kebakaran saja sudah memunculkan
konflik di dalam masyarakat karena munculnya persepsi masyarakat yang saat itu
berpandangan bahwa kejadian itu adalah hal yang sudah direncanakan. Kebakaran
pasar ini memunculkan kecurigaan warga bahwasanya kebakaran ini telah
direncanakan oleh pihak-pihak terkait. Pasalnya, sebelum kebakaran ini, terdapat isu-
isu mengenai pembongkaran Pasar Lereng yang satu lokasi dengan Pasar Atas.

Setelah kejadian dengan jarak yang berdekatan, Pasar Bawah juga berantisipasi

dengan kebakaran susulan.

® Finance detik, Jokowi gelontorkan dana Rp 355 M Renovasi Pasar Atas Bukittinggi.
(https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4034683/jokowi-gelontorkan-rp-355-m-renovasi-pasar-atas-
bukittinggi). Diakses tanggal 22 desember 2019. Pukul 16.42 WIB.
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Setelah beberapa saat, pada 9 April 2018. Dimulai pembongkaran bangunan
bekas kebakaran. Yulius Rustam yang merupakan ketua Tim Negosiasi P4B, menilai
upaya yang dilakukan pemerintahan kota untuk meruntuhkan bangunan Pasar Atas
tidak melalui pembicaraan dan kesepakatan dengan pedagang. Hal ini menyebabkan

pedagang kecewa dan melaporkan kepada DPRD Kota Bukittinggi.

“Kami mendatangi DPRD untuk meminta lembaga legislatif ini
mengenai kebijakan yang dibuat pemko terhadap pedagang
Pasar Atas. Di mana, pemko akan menghapus hak pemegang
kartu kuning dan mengubah jadi hak sewa” demikian
disampaikan perwakilan perhimpunan pemilik toko korban
kebakaran Pasar Atas dalam orasi di depan kantor DPRD Kota
Bukittinggi.(Bakaba.co)*:

Dalam persoalan ini Tim Negosiasi P4B meminta kepada anggota dewan
untuk membicarakan hal ini dengan pemerintah kota. Keputusan yang telah dibuat
merupakan keputusan sepihak tanpa adanya musyawarah. Untuk itu Tim Negosiasi
PAB datang ke DPRD untuk meminta ketegasan wakil rakyat. Dalam kasus ini
pedagang merasakan banyak hal yang dianggap merugikan mereka. Dari gambaran
awal ini bisa dilihat adanya keonflik yang terjadi antara -masyarakat dengan
pemerintahan kota. Masyarakat terkhususnya pedagang Pasar Atas melihat dan
beranggapan adanya perebutan hak dari mereka terutama dalam pembangunan

kembali pasar.
“Seperti diketahui, pedagang pasar atas Bukittinggi menggugat

Walikota Bukittinggi ke PTUN. Gugatan terkait dengan
ketentuan sepihak yang dikeluarkan bawahan Walikota yakni

10 Bakaba, Pedagang pasar atas; DPRD jangan Mandul. (https://bakaba.co/pedagang-pasar-atas-dprd-
jangan-mandul/). Diakses pada tanggal 23 Maret 2020. Pukul 20.30 WIB.
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kepala dinas koperasi, UKM, dan perdagangan pemko
Bukittinggi atas nama Pemko Bukittnggi.

Dinas koperasi melalui surat pemberitahuan Nomor:

5112/677/DKUKMdP/X/2019, tertanggal 11 oktober 2019
dinilai menghilangkan hak-hak pedagang lama pasar atas
Bukittinggi yang wajib diprioritaskan berdasarkan peraturan
presiden Nomor 64 Tahun 2018. Isi pengumuman pemko
bukittinggi melalui dinas koperasi yang menyatakan sistem
menempati toko pada bangunan pasar yang baru, berupa sewa
murni juga dinilai tidak mengikuti Peraturan Presiden 64/2018.
Sebab amanat perpres berbunyi: pemerintah daerah menetapkan
harga pemanfaatan’ 'toko ' yang ‘ ‘terjangkau . bagipedagang
lama.”(Bakaba.co. )

Dari berita di atas terlihat bahwa pedagang melakukan tuntutan terhadap
pemerintah kota karena pemerintah kota dianggap sudah melanggar peraturan
presiden 64 tahun 2018. Pedagang menganggap bahwa penentuan dari harga
kios atau toko haruslah melaluii musyawarah antara pedagang lama dan
pemerintah, sementara disini pemerintah hanya menentukan harga secara
sepihak. Pemerintah dianggap melanggar peraturan presiden Nomor 64 Tahun

2018 pasal 6 Point ke 4 dan point ke 7.

“Penetapan besaran sewa toko pada bangunan pasar atas
Bukittinggi, akan dilaksanakan setelah adanya penyerahan hasil
rehabilitasi pasar atas oleh kementrian pekerjaan umum dan
perumahan rakyat, kepada pemerintah kota Bukittinggi
sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2018

“Mestinya Walikota Menunggu dulu bangunan itu diserahkan
pemerintah Pusat, baru mengatur-atur. Sekarang barang itu
belum diserahkan, tapi sudah bertindak semaunya. Apa sulitnya

11 Bakaba. Tutusan pedagang pasar atas terkabul. (https://bakaba.co/tuntutan-pedagang-pasar-atas-
terkabul/). Diakses Tanggal 23 Maret 2020. Pukul 13.21 WIB.
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bermusyawarah dengan pedagang,” kata Young Happy salah
seorang pedagang.”(Bakaba.co)'?

Terlihat dari pernyataan di atas bahwa bangunan Pasar Atas yang baru
sebenarnya belum diberi atau diserahterima dari pemerintah pusat kepada
pemerintah kota. Pemerintah kota seharunya membuat keputusan setelah Pasar
Atas telah diberikan ke tangan pemerintah kota. Hal-hal ini lah yang memancing

terjadinya konflik antara pedagang dengan pemerintah kota.

1.2 Rumusan Masalah

Kebakaran yang terjadi pada Senin 30 Oktober 2017 bukanlah kali pertama
yang tercatat, setidaknya Pasar Atas Bukittinggi sudah mengalami empat kali
kebakaran dan dibangun kembali. Pasar Atas Bukittinggi pernah mengalami
kebakaran ditahun 1972, 1995, 1997 dan terakhir ditahun 2017. Kebakaran di tahun
2017 merupakan kebakaran dengan‘kerugian terbesar yaitu mencapai triliunan rupiah.
Kebakaran pasar ini memunculkan banyak sekali asumsi warga dan pedagang.
Banyak yang mencurigaikebakaran ini telah direncanakan oleh pihak terkait.
Pasalnya sebelum kebakaran ini terjadi ada isu-isu mengenai pembongkaran Pasar
Lereng yang berada dalamsatu lokasi dengan Pasar Atas. Ketika kebakaran
berlangsung mobil pemadam yang datang sedikit terlambat, padahal pos pemadam
yang berjarak tidak lebih dari 1-km dari tempat kejadian. Pasar ini yang sebenarnya
sudah lama ingin di rekonstruksi. Berbagai hal-hal tersebut memunculkan asumsi-

asumsi yang beredar mengenai perencanaan rekonstruksi Pasar Atas Bukittinggi.

12 1bid



Namun menilik kembali, sampai saat ini kepastian penyebab terjadinya
kebakaran masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat Bukittinggi dan terkhususnya
pedagang. Banyaknya desas-desus penyebab kebakaran dan ditambah lagi dengan
susulan kebakaran di Pasar Bawah Bukittinggi menambah keresahan warga. apakah
ini merupakan rencana pihak terkait untuk merenovasi pasar atau murni kejadian
alam.

Setelah kejadian _kebakaran ini, Anasib» pedagang menjadi tergantungkan.
Terlihat dari beberapa pedagang di sana yang membuka lapak di atas mobil mereka
sepanjang parkiran mobil di Jalan Minangkabau. Setelah itu pedagang yang
dipindahkan ke kios darurat yang didirikan di depan Pasar Putiah yang masih satu
tempat dan satu kawasan dengan Pasar Atas. Setelah beberapa bulan terbengkalai
pasca kebakaran tahun 2017, pada bulan april tahun 2018, pemerintah kota
melakukan pembongkaran bangunan pertokoan Pasar Atas Bukittinggi yang
terdampak kebakaran. Tampak beberapa alat berat telah dikerahkan untuk
membongkar sisa bangunan bekas kebakaran. Pedagang saat itu menilai apa yang
dilakukan pemerintah tidaklah  melalui . pembicaraan dan kesepakatan bersama
pedagang, yang dimana hal tersebut membuat pedagang kecewa dengan tindakan
pemerintah dan justru melaporkan hal ini ke DPRD Kota Bukittinggi. Menanggapi
hal tersebut, DPRD Kota Bukittinggi menilai permasalahan ini hanyalah kesalahan
komunikasi antara pedagang dengan pemerintah kota. Pembangunan Pasar Atas ini
memang banyak yang harus dibicarakan secara bersama-sama agar persoalannya

tuntas, sehingga tidak merugikan pihak manapun.



Di dalam prosesnya, pembangunan kembali Pasar Atas Bukittinggi memiliki
banyak pro dan kontra. Peneliti melihat dari sisi kontra yang di mana adanya
peraturan pemerintah mengenai peraturan kepemilikan kios di Pasar Atas yang baru

dianggap pedagang seperti merenggut hak mereka.

“Pedagang pemilik/pemegang kartu kuning toko-toko pada Pusat
Pertokoan Pasar Atas Bukittinggi, cemas dan resah bakal kehilangan
hak atas toko mereka. Penyebab kondisi itu adalah ketentuan yang
ditetapkan Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan Pemkot
Bukittinggi atas nama pemerintah kota.

“Pedagang pemegang hak kartu kuning yang mendaftar bakal
dianggap setuju dengan semua ketentuan dan ketetapan sepihak
Pemkot melalui Dinas Koperasi. Ini pembodohan, penipuan yang
dilakukan kepada pedagang pemegang kartu kuning sebagai tanda hak
atas toko.” Demikian ditegaskan Yulius Rustam, Ketua Perhimpunan
Pemilik Toko Korban Bencana Kebakaran Pasar Atas Bukittinggi,
dalam pertemuan dengan Ketua dan anggota DPRD Bukittinggi,
Senin, 22 Oktober 2019.

Ratusan pedagang pemegang hak atas toko pada Pusat Pertokoan
Pasar Atas yang terbakar 30 Oktober 2017 dan Kini sedang
dibangun dengan dana APBN Pusat, mendatangi kantor DPRD
Bukittinggi. Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Syofyan memimpin
pertemuan di dampingi delapan anggota DPRD. Pada pertemuan
itu juga nampak hadir Kepala Dinas Koperasi; Muhammad
Idris.”(Bakaba.co)™

Selanjutnya pemerintah kota melakukan lotting untuk kepemilikan Kios,
namun hal ini juga ditolak oleh pedagang dengan alasan melakukan lotting itu
tidaklah adil dan adanya kecenderungan masyarakat yang diancam oleh pemerintahan

kota. Masyarakat terkesan diancam jika tidak melakukan lotting maka hak milik

terhadap kios akan hangus dan dapat digantikan oleh pemilik baru.

13 Bakaba. Penipuan, Penetapan Sepihak Soal Toko Pasar Atas. Diakses Tanggal 26 Maret 2020. Pukul
14.22 WIB.



“Para pedagang pemegang kartu kuning, yang memiliki hak atas kios
penampungan pasca terbakarnya pertokoan Pasar Atas Bukittinggi,
“diancam” dengan bahasa ‘jika tidak hadir sampai berakhirnya
waktu lotting dianggap tidak berminat untuk menempati kios...’

bakaba.co, Bukittinggi ~ Lotting untuk mendapatkan petak kios
penampungan bagi pedagang pemilik kartu kuning korban kebakaran
pusat pertokoan Pasa Ateh Bukittinggi telah dilakukan Pemko
Bukittinggi 24 April 2018.

“Saya, satu dari tujuh puluh pemegang kartu kuning, menolak dan
tidak ikut lotting. Pedagang lain, meski jumlahnya dominan, terpaksa
ikut lotting. Ada tekanan yang sistematis kepada pedagang
pemegang Kartu kuning.” '

Tekanan yang sistematis kepada pedagang pemilik kartu kuning kata
Young Happy, mulai terlihat pada surat ‘pengumuman’ ber-kop
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Bukittinggi yang ditanda-
tanganni Kepala Dinas: Muhammad Idris, S.Sos, bertanggal 19 April
2018.”(bakaba.co)'*

Yang menjadi kekecewaan dari pedagang yaitu, setiap adanya keputusan yang
dibuat dan ditentukan oleh pemerintah kota tidak pernah melibatkan mereka sebagai
pemilik toko yang di mana mereka dianggap juga memiliki hak ikut serta di dalam
pengambilan keputusan. Mereka merasa dibodohi dan seperti dijebak oleh pemerintah
mereka sendiri. Pedagang menganggap pemerintah kota sanggat arogan akan hal yang
terjadi. Setelah adanya konflik yang terjadi dan seakan-akan pemerintah kota tidak
peduli dengan hal ini, pedagang melakukan tuntutan kepada DPRD Kota dan
memasukan laporan ke Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat. DPRD
menampung seluruh aspirasi pedagang dan akan membicarakan dengan pemerintah

kota. Sementara Komnas HAM sudah turun untuk berbincang dengan Walikota

14 Bakaba. 70 pemilik kartu kuning tolak loting. Diakses Tanggal 26 Maret 2020. Pukul 14.50 WIB.



Bukittinggi dan bertemu dengan para pedagang. Komnas HAM akan berusaha untuk

melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak .

Di dalam proses pembangunan muncul surat pemberitahuan dari Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bukittinggi yang di mana
pedagang Pasar Atas menganggap adanya perebutan hak mereka berdasarkan surat
pemberitahuan dari dinas koperasi, yaitu surat nomor: 5112/677/DKUKMdP/X/2019.
Terdapat hal-hal 'yang dianggap’ jebakan oleh pedagangsdari surat pemberitahuan

yang ada.

“Menururt Yulius, beberapa unsur jebakan yang bisa kita lihat
dari isi surat pemberitahuan tersebut, diantaranya adalah,

1. Surat pemberitahuan itu tidak ada tembusan ke Walikota

Bukittinggi.

Pendaftaran diberikan waktu yang sangat terbatas bagi pedagang.

3. Pesyaratan pendaftaran dinilai tidak ada pertimbangan sisi
kemanusiaan, karena pedagang yang sudah kena musibah tetap
harus membayar restribusi pasar sampai bulan oktober 2017.

4. Belum adanya serah terima antara pemerintah pusat dengan
pemerintah kota Bukittinggi, tapi dilakukan pendaftaran kepada
pedagang. Artinya belum jelas kepemilikan hibah gedung pasar
atas untuk pemko Bukittinggi tapi sudah dihimbau pendaftaran
ulang:

5. Pemko Bukittinggi-hanya sebatas mengelola: buka menguasai
gedung pasar atas artinya pemko tidak ada paung hukum yang
jelas  untuk memiliki gedung pasar atas tersebut.”
(Pasbana.com)*®

N

Dalam penelitian ini peneliti berasumsi dari beberapa data sekunder yang
didapat bahwa adanya perbedaan pendapat dan kurangnya koordinasi antara

pemerintah kota dengan pedagang. Hal ini dapat dilihat dengan kecenderungan

15 pashana, Surat Pemberitahuan Pendaftaran. (https://www.pasbana.com/2019/10/surat-
pemberitahuan-pendaftaran.html). Diakses tanggal 23 Maret 2020. Pukul 12.46 WIB.
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pemerintah kota yang diam dan tidak pernah melibatkan pedagang dalam proses
pembuatan keputusan. Selanjutnya dilihat dari pernyataan pedagang Pasar Atas
mengenai kepemilikan gedung Pasar Atas yang belum jelas, belum adanya serah
terima antara pemerintah pusat dan pemerintah kota. Berarti di dalam konflik ini
seharusnya tidak hanya melibatkan pedagang dan pemerintah kota saja, berarti
adanya pihak lain karena pemerintah kota hanya dianggap sebagai pengelola gedung
saja. Hal-hal tersebut juga memun,culkan asumsi japakah ada pihak lainnya, karena
jika melihat beberapa penelitian mengenai konflik, konflik ini tidak hanya terjadi satu
arah. Terdapat pihak lainnya yang memiliki kecenderungan memiliki kepentingan di
dalam pembangunan. Namun penilaian itu tidak terlinat dan sering dikaitkan dengan

diamnya pemerintah.

Terlepas dari perjalanan konflik yang panjang dan berdinamika, peneliti
melihat adanya di dalam perjalanan konflik yang dimana konflik terjadi memiliki
pasang surut. Pasang surut konflik bisa saja datang dari masing-masing pihak yang
berkonflik. Seperti contoh kurangnya intensitas tuntutan dari pedagang terhadap
pemerintah, ataupun ‘adanya penyelesaian-dari-pihak pemerintah yang dianggap
sebagai penyebab munculnya konflik karena kebijakan-kebijakan yang dibuat. Pada
penelitian ini dilihat dari perjalanan konflik memungkinkan adanya beberapa
penyelesaian dari pemerintah itu sendiri, namun penyelesaian tersebut tidak begitu
serius atau tidak bisa diterima oleh pedagang sehingga memunculkan tuntutan
kembali dan meningkatkan intensitas konflik kembali. Jadi pada konteks ini,

intensitas konflik bisa berubah ketika adanya pengelolaan konflik yang dilakukan.



Akan tetapi semua bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan belum tentu bisa

mengarahkan konflik ke tahap penyelesaian.

Pasang surut konflik yang terjadi di antara pedagang dengan pemerintah kota
ini menimbulkan pertanyaan mengenai apa saja yang terjadi selama konflik?. Apakah
ada penyelesaian di belakang yang dilakukan tapi tanpa sepengetahuan masyarakat
umum. Terakhir dalam konflik terdapat ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah
terkhususnya mengenai pengurangan harga sewa, harga-sewa yang di gratiskan dalam
jangka waktu tertentu, dan lain sebagainya. Apakah hal-hal tersebut dapat dikatakan
cukup meredam dinamika konflik yang ada?. Dapat diketahui konflik ini naik turun,
dan konflik dikatakan naik ketika ada sebuah kebijakan baru yang datang dari
pemerintah kota yang dianggap cukup kontroversi. Jika selama perjalanan konflik
terdapat penyelesaian, berarti dapat dikatakan konflik memiliki alur yang lebih dari

satu.

Berdasarkan penjelasan data, peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh
mengenai konflik yang terjadi. Maka munculah rumusan masalah penelitian yaitu
bagaimana tahapan konflik-serta pengelolaan konflik yang terjadi antara pedagang
dengan pemerintah kota di dalam pembangunan Pasar Atas Bukittinggi pasca

kebakaran yang melanda tahun 20177.



1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun dan dikemukakan
sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui secara detail
mengenai konflik yang terjadi di antara pedagang dengan pemerintah kota dalam

pembangunan Pasar Atas bukittinggi pasca kebakaran.

1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat secara tedriﬁé
Memberikan bahasan dan analisis untuk memperkaya kajian tentang konflik.
Terutama pencegahan serta pengelolaan konflik dalam kasus konflik antara
pedagang Pasar Atas dengan Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Manfaat secara praktis
Memberikan solusi yang bisa dijadikan jalan keluar dalam penyelesaian

konflik.



